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PUTUSAN
Nomor [Jilil/Pdt.GI12019/PA.Mto
€\t 7
@E&%——-—E
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP,

alamat [
B <ccamatan Tebo llir, Kabupaten Tebo,

Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;
Melawan

B unur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu Wiraswasta
pendidikan SD, alamat dahulu beralamat di [l
|
Kecamatan Tebo llir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,
sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan
pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor [JJll/Pdt.G/2019/PA Mto, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:
lBahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

menikah pada tanggal 04 Desember 2003, dihadapan Pejabat Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis,
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(@

Provinsi Riau sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
|

lBahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai
suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di
Kabupaten Bengkalis selama tiga tahun, kemudian pindah dan bertempat

kediaman bersama di rumah kontrakan di [ GcNINGEGE

Kecamatan Tebo llir, Kabupaten Tebo selama tujuh bulan dan terakhir
bertempat kediaman di rumah sendiri di | EGT
Kecamatan Tebo llir, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
liBahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
dua orang anak bernama :
|
|
Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
liBahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak sejak kelahiran anak pertama kerukunan tersebut
tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang
disebabkan :
a. Tergugat egois;
b. Tergugat pencemburu;
Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, yaitu bila ada masalah
Tergugat selalu menyalahkan keluarga Penggugat;
lBahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada tanggal 11 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat
masalah Tergugat egois kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama, Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua
belah pihak tidak dapat menjalanksan kewajiban masing-masing
sebagaimana layaknya suami-istri;
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lBahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;

lBahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain mencari
kontak pada orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkalis, akan tetapi tidak
menemukan, dan juga tidak menemukan keberadaan di mana Tergugat
berada;

llBahwa kepergian Tergugat telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir
maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang
seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat
tersebut sampai saat ini sudah sepuluh bulan lebih tanpa diketahui
keberadaannya, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan
untuk dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan
datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka
selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara
Tebo Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena
perceraian;
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;
Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir
di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Nomor || GTGcNEGGNNNEEE
B Hukii surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Hakim diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor | GGG
I Cukt surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi
tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi |, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

karyawan swasta, bertempat tinggal di | EGcKNGEEEEE

Kecamatan Tebo llir, Kabupaten Tebo, di bawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik
kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan
status Tergugat adalah jejaka;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama mulai tidak
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harmonis dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat egois dan sering cemburu kepada
Penggugat, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin, sekarang tidak diketahui
tempat tinggal Tergugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak Februari 2018;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak
berhasil;

Saksi Il, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat

tinggal di | GGG <ccamatan Tebo llir, Kabupaten

Tebo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik
kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

- Bahwa, status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan
status Tergugat adalah jejaka;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama mulai tidak
harmonis dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat egois dan sering cemburu kepada
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Penggugat, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin, sekarang tidak diketahui
tempat tinggal Tergugat;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak Februari 2018;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak
berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak
mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon
putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam
berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak
pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak
datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai
dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan
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agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan,
karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah
karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena
perceraian;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim
membebani kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga
telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut
ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat
dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan
merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut
Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta
telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian
dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal
Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan
merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama
Muara Tebo;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian
dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim perlu
memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi baik dari pihak keluarga ataupun orang
terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih
meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat fakta yang
dilihat sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat
tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, sehingga telah berpisah sejak satu tahun yang lalu, oleh karena
itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat adalah fakta
yang didengar sendiri dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat sering bertengkar, sehingga telah berpisah sejak satu tahun yang
lalu, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
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sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu
keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal
309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

3. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat egois dan sering cemburu kepada
Penggugat, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tanpa ijin, sekarang tidak diketahui tempat tinggal
Tergugat;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal sejak Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas,
maka Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan
yang sabh;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan
harmonis karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak satu
tahun yang lalu, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami

isteri;
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Menimbang, bahwa Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat
berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena
berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim pertimbangkan kemudian
setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2,
Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah,
warahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah
sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21,
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artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah
membuktikan daliinya bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan
dengan melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat,
Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga
keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebaikannya, karena di
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta

mencintai, sehingga kalaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa
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melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi
rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai, sehingga
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk
mempertahankannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengemukakan sebuah dalil
syar’i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

o Vg )oY
Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu
sampai dimudarati (dicelakai);
Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil syar’i yang lain,
berupa kaedah fighiyah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhair
yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:
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Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.
Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat

Hakim, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV

halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:
aslaall
Artinya:,” Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak
ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara
keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik”.

(Kitab Al-Showi Juz IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.
Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:
“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup

rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan
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telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum
yang telah Hakim kemukakan, quod est Penjelasan Pasal 39 Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak
melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarakan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim
berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian
sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor
9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk
dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap
Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena
perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya
perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim atas masing-
masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan
Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
maka quod est ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg gugatan Penggugat
dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak
hadir di persidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Muara Tebo pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan
tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh M. Rifai, S.HI.,M.HI. sebagai Hakim
Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal
tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Nur Amri, S.H.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Tunggal

M. Rifai, S.HI.,M.HL.

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.
Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi : Rp  30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp  540.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 636.000,-
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